
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR 44 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 104 TAHUN 

2022 TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  8 ayat  
(5) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang 

Nomor 104 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumedang; 

b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 
2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 
perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2022 tentang 
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten  Purwakarta  dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi  Djawa  
Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851; 

 
 

 
2. Undang-Undang … 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor  251, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor 5952); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 61,  Tambahan  

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6400); 

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang 

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Nasional Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 233); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi  Nomor  6  Tahun   2011   tentang 

Pedoman Umum  Tata  Naskah  Dinas Elektronik  di 
Lingkungan Instansi Pemerintah;  

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi 
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 209; 
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1026); 
 

 
 

12. Peraturan … 
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi  Nomor  5  Tahun  2020   tentang 
Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 261); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang 

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 994);  

14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8  
Tahun  2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam 

Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375); 

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 
Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik  (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573); 

16. Peraturan Bupati  Sumedang  Nomor  94   Tahun   2015 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata  Naskah  Dinas  

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2015 Nomor 94); 

17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2021 Nomor 47); 

18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2022 
tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 

(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 
104); 

   
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 104 TAHUN 2022 

TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

SUMEDANG. 
 

  Pasal I 
  Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 

Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 

Nomor 104) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

  Pasal 2 
  (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sumedang bertujuan untuk memberikan panduan dalam 

pelaksanaan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi 
SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk 

menghasilkan  layanan  SPBE yang terpadu.  
 

(2) Arsitektur … 
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(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 
a. arah kebijakan dan strategi; 

b. kerangka kerja Arsitektur SPBE; 
c. Referensi Arsitektur SPBE; 

d. Domain Arsitektur SPBE; dan 
e. inisiatif strategis Arsitektur SPBE. 

(3) Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c mendeskripsikan komponen dasar 
arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk 

menyusunan setiap Domain Arsitektur  SPBE.  
(4) Domain Arsitektur  SPBE sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf d mendeskripsikan substansi Arsitektur 
SPBE. 

(5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
  Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 
 

 
Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 11 Mei 2023 
 

                                                         BUPATI SUMEDANG, 

 
                                                          ttd 

 
                                                        DONY AHMAD MUNIR 

 
Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal 11 Mei 2023 

 
         SEKRETARIS DAERAH 

       KABUPATEN SUMEDANG, 
 

ttd 
 
        HERMAN SURYATMAN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 44 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 
KABUPATEN SUMEDANG 

 

 
 

Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si. 
NIP. 196910151990031004 


